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PUTUSAN
Nomor 0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

" ("“ gat antara:
Hasni binti Agustang ur f Iam, pendidikan SD,
i ’ '? an di Takku, Dusun

joriwvawoKabupaten

Irwanto bin Band - - 2 N0 n SD, pekerjaan
usun BunneDesa
paten Soppeng,
Pengadilan Agama ter

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
Desember 2019 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat
dalam pernikahan yang sah menurut syari‘at Islam yang pelaksanaan

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 sebagaimana
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/003/11/2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo tanggal 1
Februari 2016;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak
bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami
isteri, karena Perkawinan antara Penggugat dan tergugat karena
kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak Perkawinan antatagRenggugat dan Tergugat tidak pernah

pada awal Februgiistal : Sl ‘4‘- an rumah orang tua
Penggugat, yan@ G nenyeb Peliggugat dan Tergugat
berpisah tempg Selahiawt s ¢ sudah sama-sama

5. Bahwa kelua telah berusaha
menasehati dd ( @t maupun Tergugat
Ste am rumah tangga,

agar rukun lagi\Seng D ™A /\4
namun tidak ber

6. Bahwa atas kond ~\ QS Vo 1
merasakan sudah ~\ D /

dengan Tergugat, karena™“kekitpeh mah tangga Penggugat dan

an itu, Penggugat
ankan keutuhan rumah

Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena
itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan
perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:
Primair
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Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Irwanto bin Bandu
terhadap Penggugat, Hasni binti Agustang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidair :
Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hokum dengan seadil-adilgyas

Bahwa pada hari-harj etapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di gat tidak pernah datang
menghadap dan tid i menghadap sebagai
wakil atau kuasanyj I secara resmi dan

halangan yang safiAdke i N : : MRya Tergugat;

Bahwa sela an dalam sidang
tertutup untuk umuy akan surat gugatan
Penggugat yang isi dg s ghkan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karen - tal Ya yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, maka jawabattere atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 0065/003/11/2016 Tanggal
01 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, Sunarti binti Laime, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di

Goarie,Kecamatan Marioriwawo di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Irwanto bin Bandu;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah
bertempat tinggal bersama;

- Bahwa penggugat dan terguga in.atas kemauan orang tua;

- Bahwa setelah p
berpisah diman
- Bahwa rumah 0 1<(0 pada awalnya tidak

pernah ruku

- Bahwa padajauii G takq U ; filkan rumah orang
tua penggug@i-ia ' AR EGoge Jigat berpisah tempat
tinggal sel 2 8

Bahwa selaifidt SelLri€mpat tinggal tidak

saling mempg

Bahwa kelu brabNeRgatgal’ ; Bhasehati penggugat

Saksi 2, Arijal bin ~- r 23 tal a Islam, pendidikan SD,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Irwanto bin Bandu;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah
bertempat tinggal bersama,;

- Bahwa penggugat dan tergugat kawin atas kemauan orang tua;

- Bahwa setelah pesta pernikahan selesai penggugat dan tergugat
berpisah dimana tergugat pergi kerumah orang tuanya;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya tidak

pernah rukun;
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- Bahwa pada awal Februari 2016 tergugat meninggalkan rumah orang
tua penggugat menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat
tinggal selama 3 tahun lebih sampai sekarang;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak
saling memperdulikan lagi,tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa keluarga dekat penggugat pernah menasehati penggugat
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan parg i_tersebut, Penggugat menyatakan

Bahwa selanju ' ak akan mengajukan

Bahwa untu . : uralan  PUtlS ditunjuk segala

sesuatu yang tercale < ACare rkara ini sebagai

Menimbang, g
sebagaimana telah

Menimbang, bahwe RaY ang ¥ Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Terguga
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
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dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan atas
kemauan orang tua penggugat dan tergugat,setelah pesta perkawinan
penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersamah, pisah tempat tinggal

sampai sekarang 3 tahun lamanyacdapeselama pisah antara Penggugat dan

Menimbang, bgl ap mengakui atau

V/Q /
T

Tergugat tidak pet

setidak-tidaknya ti

perkara percerai

alasan-alasan pe I\ : bukti yang cukup;

Menimbang, - bukti P berupa
fotokopi Kutipan ~~.\/ at yang berwenang
sebagai akta autenti elerahyCtiktiy e ] 0s (nazegelen) dan

sesuai dengan aslinya [ e 8lah memenuhi syarat

dengan Tergugat pada tanggal™Sdsdeitics 016, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 31 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
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tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan_deggugat pernah hidup rukun dan belum

dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak g€ & pe : Jdgat dengan Tergugat

dilaksanakan ata Rl I 1 ugat dan tergugat;

- Bahwa peng 2‘- fga ggal sejak februari

harapan untuk kembali rukUfeesketEs uanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga

tersebut;

Menimbang, bahwa gan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa memper siapa yang salah, maka
alasan-alasan perce jap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 or 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf ( -tidaknya gugatan
Penggugat untuk iki cukup alasan,
maka gugatan P atuhkan talak satu

tetapi keduanya boleh melakukafraieeEri .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat
dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

akim Pengadilan
Agama watansoppg ; jga ber 2019 Masehi
bertepatan dengan\ : o,; g

Zainuddin sebagai K& \ eSS DIEVAYY
Salam, S.HI., masing-MaSIAGESEPE ki Jgota, putusan tersebut

\_/ fika untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

diucapkan pada hari itu jugasg

Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H. Drs. Andi. Zainuddin
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Abd. Jamil Salam, S.HI.
Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag

Perincian biaya :
Pendaftaran :Rp  30.000,00
ATK Perkara Rp 50.000:0€
Panggilan : / ’ﬁ A G4
PNBP penggugat ‘
PNBP tergugat
Redaksi

Meterai

Jumlah

(tiga ratus enam bE

Sudirman, S.H.
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